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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Unit PPA Polresta Jambi telah mengikuti prosedur hukum dalam me-

nangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan melakukan 

koordinasi dengan orang tua korban, UPTD PPA, dan saksi untuk 

mengumpulkan bukti. Setelah menetapkan terduga pelaku, penyidik 

melakukan penangkapan dan menetapkan pasal sesuai dengan Undang-

Undang Perlindungan Anak. Korban mendapatkan pemulihan psikologi, 

dan berkas perkara dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Meskipun demikian, 

ada kendala dalam sarana dan prasarana yang mempengaruhi proses penyi-

dikan. 

2. Penyidikan terhadap tersangka anak di Polresta Jambi dipengaruhi oleh 

faktor hukum, penegak hukum, sarana, dan masyarakat. Pendukungnya 

meliputi regulasi yang mendukung perlindungan anak dan kerjasama 

dengan lembaga terkait, sementara hambatannya termasuk kurangnya 

pelatihan penyidik, keterbatasan sarana, serta pengaruh norma sosial dan 

budaya yang membuat masyarakat enggan melaporkan kasus, terutama 

pelecehan seksual anak. 
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B. Saran 

1. Polresta Jambi perlu memastikan penyidik Unit PPA mendapatkan pelati-

han khusus mengenai penanganan kasus anak, baik dari sisi hukum acara 

pidana anak maupun teknik penyidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak 

sebagai tersangka maupun korban. Pelatihan ini akan meningkatkan profe-

sionalisme penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap 

anak. 

2. Untuk masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya 

melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan menyebarkan 

edukasi hukum mengenai hak-hak anak. Sosialisasi yang lebih intensif 

dapat mengurangi stigma dan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka 

dalam melaporkan kejadian tersebut demi perlindungan anak. 
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